
 
 

 

 

 

 

 

 
 

PIMPINAN DPRD KABUPATEN SAROLANGUN   

 PROVINSI JAMBI 
 

KEPUTUSAN  DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

   KABUPATEN SAROLANGUN 

 

NOMOR     16    TAHUN  2020 
 

TENTANG 
 

 PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  

 KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2020  

 

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN, 
 
 

 

Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan Telah dismapaikan 

Program Pembentukan Peraturan daerah  

(propemperda) Kabupaten Sarolangun Tahun 2021 

Melalui surat Bupati Sarolangun Nomor 

188.342/0674/HK-HAM/2020 tanggal 11 November 

Tahun 2020 Perihal Penyampian Usulan Propemperda 

Kabupaten Sarolangun Tahun 2020; 
 

  b. 

 

 

 

 

 

 
 

 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu diatur ditetapkan 

dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Sarolangun tentang Penetapan Program 

Pembentukan Pertauran Daerah Kabupaten 

Sarolangyn  Tahun 2021; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang  Nomor  54 Tahun  1999, tentang   

Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten 

Tebo, Kabupaten Muaro Jambi  dan Kabupaten 

Tanjung Jabung Timur  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor  3909) 

sebagaimana telah diubah  dengan Undang-Undang  

Nomor 14 Tahun 2000 tentang  Perubahan atas  

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang   

Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten 

Tebo, Kabupaten Muaro Jambi  dan Kabupaten 

Tanjung Jabung Timur  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Tahun   2000  Nomor 81, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor  3969); 

 

 

 

 

 

 

 
 



  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai 

Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 

tetang Partai Politik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 8,Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5189); 
 

 

  3. 

 

 

 

 

 

 

  

Undang-Undang Nomor 2 Tahun  2008 tentang Partai 

Politik (lembaran negara republik Indonesia tahun 

2008 nomor 2 tambahan lebaran negara republik 

Indonesia nomor 4801) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-undang  nomor 2 tahun 2011ntentang 

perubahan atas undag-undang noor 2 tahun 2008 

tentang Partai Politik (lembaran Negara Republim 

Indonesai tahun 2011 nomor 8, tambahan lembaran 

Negara Republik Indonesia nomor 4189); 
 

  4. Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang 

Pembentukan Pertauran Perundang-undngan 

(lembaran negara Rebublik Indonesia tahun 2011 

nomor 82, tambahan lembaran negara Republik 

Indonesia Nomor 5434); sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang 

pembentukan peraturan perundang-undangan( 

lembaran negar republik Indonesai tahun 2019 nomor 

186, tambahan lembaran negara Republik Indonesia 

nomor 5729); 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun  2018  

tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan 

Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor  59, Tambahan  Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6197); 
 

  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 

Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

157); 
 

  
 

7. 
 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 

Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

157); 
 



  8. 

 

 

 

 
 

9. 

 

 

 

 
 

Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 3 

Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 

Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sarolangun Tahun 2019 Nomor 3); 
 

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2018 tentang 

Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Sarolangun (Berita Daerah Kabupaten 

Sarolangun Tahun 2018 Nomor 78) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 3 

Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Sarolangun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Sarolangun (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun 

Tahun 2020 Nomor 32); 
 

Memperhatikan : Rapatb Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat daerah 

Kabupaten sarolangun hari selasa tanggal 17 November 

tahun 2020 tentang penetapan Program Pembentukan 

Peraturan daerah (Propemperda) Kabupaten Sarolangun 

tahun 2021; 
   

MEMUTUSKN  : 

 

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

TENTANG PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUNTAHUN 

2021; 
 

KESATU 

 

 

: 

 
 

 

 

Penetapan program Pembentukan Pertauran daerah Dewan 

Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten SarolangunThaun 

2011 sebagaiman terlampir 
 
 

KEDUA : Segala yangditimbulkan akibat ditetapkanya keputusan ini 

dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan belanja 

Daerah Kabupaten sarolangun; 

KETIGA : Keputusan dewan Perwakilan Rakyat daerah ini mulai 

berlaku pada tanggal ditetapkan. 

   

Ditetapkan  di  Sarolangun 

pada tanggal    30 Novemver  2020 
 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN SAROLANGUN 

KETUA, 

 

Ttd 

 

 
 

TONTAWI JAUHARI 

 
 

 

 

 

 



 

 

Tembusan disampaikan kepada  Yth  : 

1. Bapak Gubernur Jambi di Jambi; 

2. Sdr. Bupati Sarolangun di Sarolangun; 

3. Sdr. Pimpinan DPRD Kab. Sarolangun di Sarolangun; 

4. Sdr. Ketua-Ketua Fraksi Kab. Sarolangun di Sarolangun; 

5. Sdr. Sekretaris DPRD Kabupaten Sarolangun di Sarolangun; 

6. Sdr. Kabag Hukum dan HAM Setda Kab. Sarolangun di Sarolangun; 

7. Yang bersangkutan. 

 


